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PENYELESATAN SENGKETA PAJAK
MELALUI PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Andri Zulpan

Abstrac

Taxzs are one somive of cash mcome countries that wsed for
development wWith The uifimate geal of welfars and prospaiity of He
peaple . I practice, tie s collsction offen leads fo disputes | 5o as o
everoging in o gonfamar make o evercame e so-called Tax Cowrt . The
setilement of tax disprtes which can be done by applvine g olyeciton i
the Dirgetorate Gengral of Taxes throngh s represeptative. whare the
taxpayer s rzestered or toongh the appeal process ot the Tax Cowrr
which 1 a confiuation of the appeal letter was nof granted by ithe:
Diirectarate Genaval of Taxahon

Keyword : Tax cispmts, Regnest Obsection, Appeal

. PENDAHULUAN
Pajak mervpakan salab satv sumber pemasukan kas negara
yang dignnakan  wmink pembangunan  demgan  huan  akhir
kesejaliteramn dan kemakmuran rakyat. Oleh kavena i, seltor pajak
memegang peranan  penting dalam perkembangan kesejahteraan
bangsa, Namun, tak bwsa dipungkirt baliwa sulituya Negara
melakukan pemunsuian pajak Kareua banyaknya wapb pajak yvang.

tidale patnh dalom membayar pajak mempakan svato tantangan
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tersencirn  Pemermtal  telah wmemberikan  kelonggaran  dengan
memberikan permgatan terlebil: dalmlu melalin Sural Pemberitalwan
Pajak {SPP). Akan telapi tetap saja banyak wajib pajak yang lalai
nntuk  mwembavar pajak bahkan bdak sedikit yans cenderung
menghmdan kewajibain fersebut.

Hal mi mendarong penrerintall menciptakan suatn mekaniame
yang dapat memberikan dava pemaksa bagi para wajib pajak vang
tidalk taat hinkwm. Salah satn mekanisme tersebut adalah epz=ling atan
lemsbaga paksa badan, Keberadaa lewibaga i mavih kontroversial
Beberapa kalangan beranggapan balnwa pembertakuan lembaga paksa
badan merupakan hal yvang berlebihan. Dt lan pibak, muacul pula
pendapat balywa lembaga pu diperlukan nutok memberikan efgk jern
vang polenstal dalmn menghadapt wajib pajak vang nakal.

Saat ini, penvelesaian permasalahan sensketa dibidang
perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak.
Sebeln Pengaditan Pajuk berdith, media yang digusakan unfuk
menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbanzan
Pajak vang kewudian berkembans menjadi Badan Pesyelesatan
Seugketa Pajak (BPSP) Hadimya Pengadilan Pajak menunbulkan
keranenan wengmngat obvek sengleta pajak-adalah Surat Ketetapan
Pajak (SKP) yang magih memwpakan lngkop obyek Peradilan Tata
Usaba Negam (PTUN)

8

PENTELESAIAN SENGEETA PAJAK
'MELALUT PEEMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING




Lahirnya Tndang-Undang Womor 14 Tshun 2002
tentang Pengrdlion Fajat (TU Nemor 14 Tabos 2002) memang
terkesan memunculkan dualizme babwin seolabolaly Pengadilan Pajak,
vaug hanya berkedndukan di Jakarta, itv berada di lnar kekuasaan
kebakunan yae diatnr dalam Undang-Undang Nomor 14 Taliun
1970 temlane Bofenfuan—Fetenman Folok Eehiasaan Eslntiman
(U0 Nomor {4 Tahun 1970) sebagaimana telah dnibah dengan
Undang-Undang Nowoy 35 Talmn 19929 dan teraklir dwbalr lagh
densan Vadme-Undave Nomor 4 Talmy 2004 tenlnng Zzfmicssan

Eehakuman (UT Nomord Tahmn 2004).

II. PERMASATAHAN
Berdasarkan pendahulian yang telah dinraikan di atas. maka
permasalshan yane sakan dibahas dalam penulisan ini yaitn
“bagaimana proges penyelesalan sengketa pajak melaln permohonan

keberatan dan bandiizg”"

OLPEMBAHASAN

Sengketa Pajak adalall sengkefa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau penangzung Pajak dengan
pejabat yang berwenang sebagar akibal dikeluarkannya keputusan
yang dapat diajukan banding atan gneatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan peraturan penmdang-undangan . perpajakan,
termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan TTU
Penagihon Pajak dengan ‘Sorat Paksa
(it W sefpp. depkent o ad/fnd (Beard/S2i-LL.asp)
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Berdasarkan ketentuan Pasal | angka (3) Undang-Undang
Nomar 14 Talun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi -

Sengketa Pajak adalah Sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan
Pejabat yang berwenang sebag akibat dikelnarkannya kepuiusan
yvang dapat diajukan banding atan gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan perafuran perundang-undangan perpajaklan,
termasuk gugatan atas pelaksanaan pepagihan berdasarkan
undang-undang pesagihan pajak dengan snrat paksa

Berdasarkan pengertian  Sengketn Pajak di atas, dupal

disimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa pajak adalah
keputusan Pejabal Pajak yvang dapatl disjukan banding atau gungatan
kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Sedangkan yang dimaksnd dengan “Keputusan adalah suam

penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat
yang  berwenang bedasarkan peratnran  pemindang-ondangan

perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UU Penagthan Pajak

dengan Suyat Pakea” (fffo-Ywiww Sefpn daplen, o I id/Bogit/Seri-

Untuk penyelesaian sengketa pajak berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
penyelesaian sengketa pajak diantaranya dapat dilakukan melalui
vaitn ;

[. Mengajukan Permolionan Keberatan
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Yang dinaksud dengan “Keberatan™ adalah Wajib Pajak
(WP)/Penanggung Pajak merasa kurangMidak puas. atas suatu
kefetapan pajak yang dikenakan kepadanya atan atas
pemofongan/pemungutan  oleh pihak ketiga Keberatan - atas
ketetapan pajak hanva dapar dilakukan tedhadap materi atan is
Surat Ketetapan Pajak (Swrat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan
Pajak Nihil, atan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) dan
Pemolongan atah pemuugutan oleh piliak ketiga vang berdasarkan
dengan ketentuan peraturan perundmng-undangan perpajakan
(Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kevangan Republik Indonesia
Nomor 202 /PME.03/2015 tentang Perubahan atas Peratnran
Mentenn Keuangan Nomor 9/PMEK 03/2012 tentang Tata (ara
Penzaman Dan Penyelesaian Keberatan).

Eeberatan Wajib Pajak (WP)Penanggung Pajak hamus
diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirm surat
ketetapan pajak atan sejak tanggal pemotongan atan pemungutan
pajak secara tevfulis (Pazal 23 ayat 3 UU KIUP) Kemndian
Direktur Jenderal Pajak dalam janska waktu paling lama 12 bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan
atas keberatan vang diankan (Pasal 26 ayat (1) UU KUP) Jika
jangka waktu telah terlampaui dan Direkiur Jenderal Pajak tidak
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memberi snatn keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan (Pasal 26 ayat (5) UU KUP).

Berikut tata cara mengajukan keberatan afas ketetapan
pajak :

a Wajib Pajak/Penanggung Pajak membuat sural keberatan
dalam Bahasa Indonesia dan sesnai dengan format sural
keberatzm vang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Bepublik Indonesta Dalam surat  keberatan  tersebut
mengemukakan jnmlal pajak yang terutane, jumlaly pajak
yag dipotong atan dipungot. atan jumlah gl menunit
penghifungan Wajib Pajak dengan disertas alasan vang
menjadi dasar pesghifingan (Pasal 25 ayat 2 UU KUP), yang
kemudian ditanda tangani oleh Wajib Pajak/Penangzung
Pajak/darasanya.

b, Sural keberatan yang telah dibpat ditujukan kepada Divektur
Jendral Pajak ub Kepala Kantor Pajak Pratama vaug
mengeluarkan ketetapan pajak.

¢. Surat keberatan yang telah dibuat/diist oleh Wajib
PajakPenanggung Pajak kemudian diserahkan/dikirimkan ke
Kantor Pajak Pratama yang mengeluarkan ketetapan pajak
Namtm sebelum swral keberatan tersebul dilkirmn Wajl
PajakPenanggung  Pajak larus terlebih dahiuly

membayar/melinasi pajak yang terhutang paling sedikit

12

-

PENYELESAIAN SENGEETA FAJAR
MELALU] PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING




d

sejumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajalc/Penanggung
Pajak vang tersebut dalam surat keberatan (Pasal 235 ayat 3a
UT KUP). Penyerahan/pengivimnan surat keberatan dibuktikan
dengan tanda teruina dari Kautor Pajak. sedangkan apabila
melalul  posfiasa  pengiriman dibuktikan dengan bukni
pengiriman,

Kantor Pajak Pratama yang menerima surat keberatan.
kemudian melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap
sural keberatan yang diajukan. Berdasarkan pemeriksaan dan
penelitian. terhadap surat keberatan, maka ada dona
kemungkinan

1) Surat keberatan tidak memeunuht persyaratan, sehmgga

dikembalikau untuk dilengkap:.
2) Surat keberatan telah lengkap, maka dilanjutkan pada
tahap berikutuyz.

Tethadap swrat keberatan yang telah dinyatakan lengkap maka
dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak/Penanggung
Pajak untuk  dilakukan pembahiasan dan  klavifikasi surat
keberatan yang diajukan. Dalam proses pembahasan dan
klarifikasi pihak Direktorat Jendaral Pajak dalam melakukan
pemmjaman terhadap dokumen-dokumen vang diperlukan
kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berhubungan

dengan sorat keberatan. Dalam hal pemanggilan untuk
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(-

dimintai keterangan dan peminjaman dokumen dapal
dilakukan maksunal sebanyak tiga kali.

1 Setelah didakukan pembabasan dan klarifikasi, Pejabat
Direktorat Jendaral Pajak membuat surat keputusan keberatan
atas sural keberatan yang digjukan. Keputusan atas keberatan
dapat berupa :

1) Mengabunlkan keberatan untuk selumhnya

2) Mengabulkan keberatan sebagian.

3) Menolak keberatan untuk seluruhoya

4) Menambah besamnya jumlah pajak yang masih harus
dibayar yang ditnangkan dalam Swurat Keputusan

Keberatan.

Tethadap putnsan nomor 2. 3 dan 4 apabila Wayb
Pajak/Penangguns Pajak yans mengajukan keberatan tidak
melakukan banding, maka dikenakan sanksi admmistratib 50%
dani jumlah hutang pajak yang belnn dibayar.

Mengajukan Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan dengan
keputusan Keberatan yang di ajukannya, maka Wajib Pajak dupat
mengajukan banding dengan gugatan ke Badan Peradilan Pajak
Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUF, Waib FPajak dapat

mengaukan permehonan banding hanya kepada badan peradilan

14

PERYELERATAN SFNGEETA PAJAK
MELALOI PERMOHONAN EFBERATAN DAN BANDING




pajale atas Surat Keputusan Keberatan yang di tetapkan oleh
direkinr jendral pajak

Badan Peradilan Pajak adalah lembaga yang tidak
memiliki hirarki dengan DJP sehingga lebih independen dan
kredibel dalmm memumskan suat sengketa pajak daripada
pejabat penelaali keberatan di kanwil DJP.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam waktu
3 (tiga) bulan sejak keputnsan diterima dilampirt surat Keputusan
Keberatan tersebut. Dalam meagajnkan pemiohonan banding
maka satu keputusan keberatan harns diajukan sato permohionan
bandine. Jadi tidak diperbolehkan meranckap beberapa materi
seugketa dalam satu permohonan bandmg Wapb Pajak harus
memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
Sural Keputusan Keberatan diterbitkan,

Dalamn wndang-undang EUP Nomor 28 Tahun 2007
menyebutkan bahwa jangka wakin pelunasan pajak temtang vang
belum dibayar pada saat mengajukan keberatan tertangzuh
sampa dengan 1 (cafu) bulan sejak tangeal penerbitan Prtusan
Banding

Proses banding dapat dinngkas sebagai berikut;

a Bandime diaggukan dengan Surat Banding dalam Bahasa

Tudonesia.
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b. Ditmjukan kepada Badan Peradilan Pajak dengan
melampitkan :© salivan kepufugan yang dibandmeg, bukti
pelunasan pajak yang ferutang yang dibanding, data dan
bukti-bukti pendukung (SKP, Surat Permohonan Keberatan,
SPT. Lapoeran Keuangan dll) dan Surat Kuaga bermeterai bila
diwakili oleh knasanya;

c. Paling lambat 14 hari sejak Banding disampaikan
Pemohon Banding akan meéndapal permitaan kelengkapan
apabila bandmg yang disampaikan tfemyata tidak/kurang
lengkap.

(. Paline lambat 3 bulan sejak tangeal ditenmanya keputusan
vang dibancing, Pemohon Banding hams melengkapi
permehonan  bandingaya yang kwang  lengkap/belum
niemenutu persyaratan,

2. Paling lambat L1 har sebelum persidangan dimnlal. Pemohon
Banding akem mesdapat pembentalinan sidans.

Banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli warig,
seorang peagwns atin kuasahukumnya Apabila selama proges
handmg. pemohon banding meninggal dunia, banding duapat
dilanjutkan olel ahli warisnya, kuasa hukvm dari ahli warisnya
atan pengampunya dalam lal pemohon banding pailit. Apabila
selama  proses banding, pemohon banding melakukan

pengzabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran nusaha atau
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likmidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleb pihak
yailg wenermma pertanggung jawaban. karéna pengzabungan,
peleburam; pemecahan  atan  pemekaran usaha ataw  karena
likuidasi dimaksud

IV.PENUTUP

Dari pembahasan yang telah drakan di atas maka dapat
kesimpulan balwwa proses penyelesaian sengkera pajak melalu:
permchonan keberalan dan banding vaitu dilakukan dengan cara
Wajib Pajak mengajukan surat permohonan keberatan kepada
Direktoral Jendral Pajak ditempat Pemohon terdaftar atas sural
permcbonan keberatan dari Wayib Pajak maka Direktoral Jendral
Pajak akan melaknkan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang
telah dikelnarkan, hasil pemenksaan vlang ada 4 kemungkinan yaitn
L) Mengabulkan keberatan untulk selurtthuya; 2) Meugabulkan
keberatan sebagian: 3) Menolak keberatan umtuk selumlinya;  4)
Menambah besamya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang
ditvangkan dalam Surat Kepuiusan Eebetatan. Apabila Wapb Pajak
keberatan atas putusan yang dikeluarkan Direktoral Jendral Pajak atas
permohonan keberatan yang diajukan maka Wajib Pajak dapat
mengajukan Banding Ke Pengadilan Pajak dengan menjadikan

Putusan terhiadap permohonan keberatan sebagai objek sengketa.
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